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ABSTRAK
Kahrul Faiz (E211 11 307), Inovasi Manajemen Perkotaan (Studi Kasus
Pengelolaan Drainase di Kota Palopo), xiii + 88 Halaman + 6 Gambar + 3
Tabel + 15 Daftar Pustaka (2003-2015)
Masalah banjir merupakan sebuah permasalahan yang tidak kunjung
selesai di masyarakat indonesia. Masyarakat selalu khawatir ketika musim hujan
tiba. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah sistem pengelolaan drainase
yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah selalu dituntut untuk melakukan
berbagai inovasi dalam pengelolaan drainase. Demikian halnya Kota Palopo
sebagia salah satu kota yang memiliki potensi banjir cukup tinggi. Telah berbagai
metode yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan drainase
yang ada. Salah satu metode yang dilakukan adalah memasang alat jebakan
sampah pada saluran drainase.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan drainase
di Kota Palopo dan untuk menganalisi apakah pengelolaan drainase di Kota
Palopo sudah inovatif atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara,
observasi, dan berdasarkan dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Kota
Palopo dengan memanfaatkan alat jebakan sampah sudah berjalan dengan baik.
Namun, sistem pengelolaan drainase di Kota Palopo belum pada tahap inovatif.
Hal ini berdasarkan observasi bahwa setiap musim hujan tiba beberapa daerah
masih tergenang air akibat dari meluapnya air drainase. Hal ini disebabkan
kecilnya volume drainase yang tidak dapat menampung debit air yang banyak.
Selain itu beberapa saluran drainase mengalami pendangkalan. Kendala lain
adalah partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan drainase
masih sangat minim.
Kata kunci : Inovasi, Pengelolaan, Drainase
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ABSTRACT
Kahrul Faiz ( E211 11 307), Innovation Urban Management ( The Study of
Drainage Management in Palopo City),  xii + 88 Pages + 6 Pictures + 3 Table
+ 15 Bibliography (2003-2015)
The problem of flooding is a problem which has not been finished in
Indonesian people .  People are always concerned when the rainy season
comes. One of cause of flooding was caused by the drainage management
system are less well. Therefore the government is always demanded to perform a
variety of innovations in the  drainage management. As well as Palopo city which
is one of the cities that almost has the high potential for flooding. Government of
Palopo has done a lot of methods for the drainage management. One of the
method is installing a garbage trap on drainage’s canal.
The object of this study is describe about drainage management in
Palopo city and analyze whether the drainage management in Palopo city has
been innovative or not. This study is using kind of descriptive qualitative. Method
of collecting data are interview, observation and library research.
The result of this study indicated that the drainage management  with
installing a garbage trap have been running well in Palopo city. But the drainage
management system in Palopo city is not including in innovative stage. Based on
the observation that every rainy season some areas still flooded caused by the
overflow of drainage. This is because the drainage can not retain a lot of water
debits. Moreover some silting occur in Drainage canal. Then,  the other constraint
are people and private sector participation in the management of the drainage is
still very low.
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Masalah banjir merupakan sebuah permasalahan yang tidak kunjung
selesai di masyarakat indonesia. Telah berbagai upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menangani masalah ini. Masyarakat dihantui dengan
datangnya banjir seiring dengan datangnya musim hujan. Volume sampah
sebagai salah satu penyebab bencana banjir terus meningkat sejalan dengan
pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir. Kini
banjir sudah umum terjadi di kawasan perkotaan.
Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat
termasuk membuang sampah di selokan atau drainase dianggap sebagai hal
yang biasa membuat kondisi selokan atau drainase semakin parah. Kapasitas
saluran drainase yang sudah dirancang untuk dapat menampung debit air yang
ada menjadi berkurang akibat tumpukan sampah pada drainase tersebut.
Sehingga fungsi utama selokan atau drainase sebagai tempat menampung air
menjadi hilang bahkan menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Apabila
sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi penimbunan sampah yang
akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan.
Selain itu faktor pertambahan penduduk juga ikut memberikan kontribusi
dalam permasalahan sistem drainase di perkotaan. Pertumbuhan penduduk
suatu kota, cepat atau lambat, suka tidak suka, akan menimbulkan dampak yang
sangat signifikan. Pesatnya pertumbuhan dan kemajuan pembangunan kota turut
memberikan andil dan warna apakah kota tesebut dalam kategori indah, bersih
2dan sehat, atau sebaliknya. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang
begitu cepat menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan yang
awalnya merupakan daerah resapan air, kini beralih fungsi menjadi kawasan
pemukiman, industri, perkanoran, dan perdagangan.
Demikian halnya kota palopo sebagai kota yang memiliki jumlah
penduduk sebanyak 160.819 jiwa dengan kepadatan penduduk 650 jiwa per
kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan ditambah
dengan semakin meningkatnya jumlah industri, baik industri besar maupun
industri rumah tangga sebagai produsen sampah terbanyak. Oleh karena itu,
pemerintah harus melakukan berbagai inovasi dalam penanganan sampah dan
sistem drainase.
Penanganan masalah sistem drainase (khususnya sampah yang ada
pada drainase) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku
usaha dan masyarakat umum sebagai produsen sampah juga memiliki
tanggungjawab dalam menangani masalah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa
antara pemerintah dan msyarakat umum serta pelaku usaha harus bekerjasama
dalam menangani masalah sampah mulai dari sumber sampah sampai pada
pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien tentunya
memrlukan siklus pendekatan menyeluruh dan pemusnahannya melalui
kebijakan regulasi reuse, reduce, dan recyle.
Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2002, inovasi adalah kegiatan
penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang
baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada ke dalam produk atau proses paroduksi.
3Inovasi tidak mengisyaratkan pembaharuan secara absolut dan
perubahan biasa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut
dianggap baru bagi seseorang atau kelompok. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Everett M. Rogers bahwa inovasi adalah suatau ide, gagasan,
praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru
oleh sesorang atau kelompok untuk diadopsi. (Sumber : dilihatya.com, diakses
11 September 2015)
Pada era sekarang ini, inovasi bagi sebuah pemerintah merupakan suatu
keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan keksejahteraan bagi
masyarakat dan daerahnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah untuk
berkompetitif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya mengharuskan
setiap daerah harus melaksanakan inovasi.
Di Indonesia kajian inovasi sedang gencar-gencarnya diperbincangkan
dikalangan pemerintahan dan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sendiri.
Program-program Inovatif setiap daerah menjadi sebuah senjata baru agar
pemerintah daerah mampu bersaing di tengah-tengah kondisi global. Dalam
beberapa program inovasi yang dilaksanakan oleh beberapa daerah, pemerintah
Kota Palopo telah melaksanakan program Inovatif yang juga menjadi fokus
Nasional. Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan pemerintah Kota Palopo
dalam menangani masalah sistem drainase di Kota Palopo yaitu inovasi
pengelolaan sistem drainase. Program ini dinilai berhasil dalam menangani
masalah banjir di Kota Palopo. Program ini mendapat penghargaan Inovasi
Manajemen Perkotaan dari Meteri Dalam Negeri. (Sumber : Palopopos.co.id,
diakses 13 Maret 2015)
4Proram ini memudahkan petugas dalam mengangkat sampah yang ada
pada drainase. Sebab alat yang dipasang pada drainase telah mengumpulkan
sampah-sampah yang ada pada drainase terseubut. Sehingga waktu yang
dibutuhkan dalam mengumpulkan sampah menjadi lebih efektif dan lebih efisien.
Dibalik kesuksesan ini dengan penghargaan yang diterimanya, tidak
berarti bahwa persoalan mengenai sistem drainase sudah tidak ada lagi. Adanya
beberapa daerah yang terkena banjir ketika musim penghujan datang akibat dari
volume air yang besar tidak sesuai dengan kapasitas darinase yang ada. Hal ini
menunjukkan bahwa program ini belum ada penanganan secara menyeluruh
mengenai bencana banjir.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai
inovasi pengelolaan drainase yang ada di Kota Palopo , sehingga mengangkat
judul : “Inovasi Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Pengelolaan Drainase di
Kota Palopo)”.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang
menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengelolaan drainase di Kota Palopo?
2. Apakah pengelolaan drainase di Kota Palopo sudah inovatif atau tidak?
I.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan maka
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk menjelaskan pengelolaan drainase di Kota Palopo
52. Untuk menganalisis apakah pengelolaan drainase di Kota Palopo
sudah inovatif atau tidak
I.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Akademis
Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk
penelitian-penelitian selanjutnya mengenai masalah penanganan
darinase.
2. Praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapakan dapat berguna
sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah kota




II. 1 Konsep Inovasi
II. 1.1 Pengertian Inovasi
Inovasi merupakan istilah yang relatif baru apabila diukur dari perjalanann
sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa latin innovare yang
berarti berubah sesuatu menjadi yang baru. Istilah inovasi (innovatian dan
innovate) sendiri baru dikenal dalam kosakata bahasa inggris pada abad ke-16.
Hana saja pada masa itu, inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif
sebagai troublemaker serta lebih identik dengan perubahan radikal yang
membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap kemapanan sosial
politik serta dianggap mengancam struktur kekuasaan. Serta rezim kekuasaan
dan politik, serta otoritas keagaman pada masa itu cenderung menolak segala
hal yang berbau inovasi.
Inovasi mulai dipergunakan luas sekitar abad ke-17 atau sekitar 100 tahun
kemudian. Barulah sekitar 300 tahun kemudian, istilah inovasi mulai mengalami
pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi dipahami sebagai “creating of
something new” atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan
pengertian modernnya untuk pertama kali dalam Oxford English Dictionary edisi
tahun 1993 yaitu “the act of introducing of a new product into maret”. Dalam hal
ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru,
7pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaiakan
yang incremental.
Inovasi merupakan konsep yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang
merupakan indikasi dari terwujudnya dampak inovasi. Inovasi memberikan
banyak dampak terhadap kondisi organisasi maupun kreativitas dimana inovasi
berasal, baik program maupun organisasi, sehingga banyak perusahaan yang
menciptakan situasi agar inovasi dalam organisasi dapat tercipta.
Dalam terminologi umum, inovasi adalah suatu ide kreatif dimana
diimplemntasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (United
Nation dalam Sangkala, 2014 : 26), atau pengimplementasian cara baru untuk
mencapai suatu hasil dan atau pelaksanaan suatu pekerjaan.
Damanpour (dalam Suwarno, 2008 : 9), dijelaskan bahwa sebuah inovasi
dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru,
sistem struktur dan administrasi dan administrasi baru atau rencana baru bagi
anggota organisasi. Sementara menurut Zaltman dan Duncan (dalam Sri Endah
Hastuti, 2015) berpendapat bahwa semua inovasi termasuk perubahan sosial,
tetapi perubahan sosial belem tentu inovasi. Sejalan dengan West (dalam
Sutrisno, 2011: 105) mengemukakan bahwa inovasi adalah pengenalan cara
baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja.
Inovasi tidak senantiasa tertuang dalam tindakan saja, inovasi dapat
berupa ide atau gagasan baru untuk menjalankan suatu kegiatan untuk
memperoleh hasil yang lebih baik dari yang hanya menjalankan kegiatan sesuai
dengan petunjuk umum yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan
Ibrahim (dalam Kurniawan, 2013) bahwa inovasi adalah suatu ide, barang,
8kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru
bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat).
Selanjutnya, Halverson dkk (dalam Sangkala, 2014 : 27) menyatakan
bahwa dalam mempelajari inovasi dalam sektor publik, harus bergerak dari
interpretasi inovasi yang terlalu karena akan memberikan kesulitan dalam
mengukur nilai didalam sektor publik.
Pengertian inovasi menurut Suwarno (2008), inovasi adalah kegiatan
yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang,
baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang
tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai
sebuah kegiatan (proses) penemuan (invention). Sementara pemikir lain yang
memberikan definisi lain yaitu Schumpeter (dalam Halvorsen, 2005 : 8) yang
membatasi pengertian inovasi yaitu “restirted themselves to novel products and
processes finding a commercial application in the private sector”. Dalm
pembatasan ini Shumpeter menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi yaitu:
1. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya
berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.
2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di
sektor bisnis.
Sejalan dengan itu, menurut Borins (dalam Sangkala, 2014 : 25)
menyatakan bahwa dalam bentuk literatur inovasi terdapat perbedaan antara
temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi. Hal yang sama juga
dikemukakan Koch (dalam Sangkala, 2014:26) inovasi adalah persoalan
penggunaan asil pembelajaran yaitu penggunaan kompetensi anda sebagai
dasar penemuan cara baru dalam menemukan sesuatu yang memperbaiki
9kualitas dan efesiensi layanan yang disediakan. Dalam literatur manajemen juga
dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana secara luas berada dalam tema-
tema perubahan proses teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau
organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut semata-mata perubahan.
II.1.2 Tujuan Inovasi
Inovasi merupakan upaya mempertahankan dan mengembangkan
organisasi dalm lingkungan. Adanya inovasi dalam organisasi ini diharapkan
dapat  menanggapi kompleksitas lingkungan dan perubahan lingkungan terutama
dalam peningkatan kualitas sumber daya dan persaingan produk dan jasa. Hal
tersebut dapat dicaai melalui pengenalan teknologi baru, aplikasi baru dalam
menghasilkan produk dan pelayanan, penyumbangan pasar baru, dan
pengenalan bentuk organsasi baru.
II.1.3 Kriteria Inovasi
Adapun kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala, 2014 : 8),
terdiri atas :
1. Dampak (impact), sebuah best practices haru menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangibel) dalm meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak
beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practices harus didasarkan pada
sebuah kemitraan antar aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan
dua pihak.
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3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practices harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a. Legislasi, kerangka pengaturan oleh hukum atau standar formal yang
menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral didaerah yang memiliki
potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
c. Kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memilki
kejelasan peran dan tanggung jawab beragam tingkatan dan
kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM dan
organisasi masyaratkat;
d. Efisiensi, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan
keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership & community
empowerment), yakni:
a. Kepemimpinan yang menginsprrasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan pubik;
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat
tersebut;
c. Penerimaan dan bertangggungjawab terhadap perbedaan sosial dan
budaya;
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan
lebih lanjut dan replikasi;
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
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5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (gender equality & social
inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon
terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan
keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi
fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan
yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local
content & transferability) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar serta
cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan,
keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari tersebut.
II.1.4 Inovasi dalam Sektor Publik
Bartos (dalam Suwarno : 2008) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi
sektor publik, yaitu:
”suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang
mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kualitas atau
kuantitas output oleh suatu organisasi”.
Selain itu Mulgan dan Albury (dalam Sangkala, 2014 : 27) menyebutkan
bahwa inovasi didalam sektor publik ditemukan dalam berbagai situasi yaitu:
1. Mayoritas inovasi adalah bersifat incremental, perubahan yang relatif
kecil terhadap layanan atau proses yang ada.
2. Inovasi yang terjadi kurang radikal, layanan baru dikembangkan atau
secara fundamental melakukan cara baru dalam mengorganisir atau
memberikan layanan.
3. Inovasi secara sistematis atau transformatif terjadi dari waktu-waktu
dan didorong oleh munculnya teknologi baru diman perubahan dalam
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berbagai sektor, munculnya struktur kerja yang baru, tipe organisasi
dan perubahan didalam keseluruhan kinerjanya.
Halversen dkk (dalam Sangkala, 2014 : 30) membagi tiga tipe spektrum
inovasi dalm sektor publik, yaitu:
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan yan
sudah ada
2. Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh ereka yang
mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top
manajemen atau organiisasi atau institusi dalam hirarki, ermakna dari
para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayanan
masyarakat, dan pembuat kebijakan dilvel menengah).
3. Needs led innovations and effeciency-led innovation (ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau
agar produk layanan, atau prosedur yang sudh ada lebih efisien).
Selanjutnya dalam skripsi Melanie Mulya tahun 2015, menurut UNDESA
inovasi dalam kajian administrasi publik dapat dibedakan dalam beberapa tipe
atau jenis, meliputi:
1. Institutional innovations, yaitu inovasi kelembagaan yang fokus pada
pembangunan lembaga-lembaga yang sudah dibangun atau menciptakan
lembaga-lemnbaga yang benar-benar baru (focus on the renewal
ofestbilished institution and/or the creation of new institutions).
2. Organizational innovation, yakni inovasi organisasi berkaitan dengan
memperkenalkan prosedur atau teknik-teknik manajemen yang baru
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dalam administrsi publik (the introduction of new working procedures or
management techniques in publik administration).
3. Process innovaton, inovasi proses dimana fokus pada peningkatan
kualitas penyediaan pelayanan publik (focuses on the inprovement of the
quality of public service delivery); dan
4. Conceptual innovation, yaitu inovasi konseptual yang diarahkan pada
pengenalan bentuk-bentuk baru pemerintahan (the introduction of new
forms of governance) yakni interaktive policy-making, engaged
governance, people’s budget reforms, horizontal networks.
II.1.5 Faktor Penghamabat dan Keberhasilan Inovasi
Sebuah inovasi dalam organisasi selalu memiliki 2 (dua) konsekuensi yaitu
barhasil atau gagal. Namun tidak jarang kita jumpai penerapan inovasi dalam
organisasi mengalami kegagalan. Adanya persepsi masyarakat yang
menganggap inovasi sulit untuk dilaksanakan. Biasanya budaya menjadi faktor
penghambat terbesar dalam mengimplementasikan inovasi. Salah satunya
adalah budaya risk aversion yaitu budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini
desbabkan oleh sifat inovasi yang memiliki segal resiko, termasuk resiko
kegaglan dsektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan
dengn resiko dan memilih untuk melaksanakan sesuai dengan prosedural-
administratif yang memiliki resiko minimal. Selain itu secaara kelembagaan pun
karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan
untuk menangani resiko yang muncul dari pekerjaan.
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Gambar II.1
Albury dalam Suwarno 2008 : 54
Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang
memiliki kinierja tinggi, sehingga kecenderungan kebanykan pegawai di sektor
publik hanya menjadi follower. Ketiga figur tersebut hilang maka yang terjadi
adalah stagnasi dan kemacean kerja. Kemudian hambatan anggaran yang
peroidenya terlau pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem
dalam bernovasi menjadi tidak fleksibel.
Selain itu, penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit.
Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai
atau unit yang berinovasi.
Dari berbagai kendala yang dikemukakan diatas secara sederhana dapat
di temukan adanya 3 (tiga) faktor kebrhasilan inovasi, yaitu keterampilan dan
pengetahuan, motivasi, serta lingkunga yang kondusif. Ketiga hal ini harus
dilakukan secara berkelanjutan sebagai sebuah strategi menumbuhkan inovasi
dalm organisasi.
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Inovasi yang berhasil menghendaki adanya sistem pengembangan
kapasitas sumber daya manusia. Selain melakukan pelatihan-pelatihan dan
pembimbingan untuk replikasi inovasi, juga harus dibarengi dengan pemberian
konsutasi adri pimpinan yang memiliki gagasan inovasi. Dukungan manajerial
untuk berinovasi sangan menentukan apabila seluruh individu ingin
mengembangkan dan mengimplementasikan ide mengenai cara baru yang lbih
biak dalam mengerjakan berbagai hal. Mengembangkan kreativitas di tempat
kerja dimulai dengan mengembangkan kreativitas individi, sedangkan ide baru
berasal dari motivasi, pemikiran, dan impementasi oleh individu di tempat kerja.
Selanjutnya, mengenai aspek motivasi, peluang datangnya inovasi lebih
dekat dengan pribadi-pribadi yang menyenangi tantangan dan perubahan,
sekaligus menghindari zona nyaman yang melenakan. Selain itu, adanya
motivasi untuk berani menanggung resiko kegagalan atau resiko apapun dari
inovasi yang digagas akan sangat menentukan kelancaran dalam melaksanakan
inovasi. Cara yang dapat ditempuh untuk membngun motivasi dalam berinovasi
antara lain dengan memberikan keteladanan, membangkitkan inspirasi melaui
pengenalan kasus-kasus inovasi yang telah membawa manfaat luar biasa, terus
menjalin komunikasi secara intensif, serta pemberian penghargaan terhadap
karya-karya inovatif dalam bentuk apapun.
Adapun dari faktor lingkungan, inovasi dapat dikembangkan melalui
uapaya terstruktur seperti penyediaan anggaran secara berkesinambungan,
merevisi kebijakan yang menghambat lahirnya inisiatif inovasi. Dalam hal
ini,pemerintah yang lebih dituntut untuk merumuskan kebijakan yang kondusif
dan pro-inovasi, tanpa menutup kemungkinan bagi lembaga-lembaga pemerintah
untuk melakukan inovasi itu sendiri.
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II.1.6 Tahapan Inovasi
Proses inovasi dalam organisasi berbeda dengan proses yang terjadi
secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam mengadopsi
produk inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut: (Rogers, hal 420)
1. Initiation atau perintisan
Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching.
Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman
permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting
ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan
masalah.
Selanjutnya dilakkukan pencarian dalam lingkungan organisasi
untuk menentukan tempat dimana inovasi tersebut akan diaplikasikan.
Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan
iini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan
kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam
organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada
tahapan ini permasalahan  telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian
atau penyetaraan degan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini
memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di
organisasi tersebut.
2. Implementation atau peaksanaan
Pada tahapan ini, printisan telah mnghasilkan keputusan untuk
mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan
permasalahan organisasi. Tahapan implementasi ini terdiri atas fase
redefinisi, klarifikasi, dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi
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yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati
proses re-invention,sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi
kebutuhan organisasi pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi
meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk
saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan
struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.
Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan
secara meluas dalam organisasi dan mempengeruhi seluruh elemen
organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan
waktu lama, karena mempengeruhi budaya organisasi secara keseluruhan,
sehingga tidak sedikit yang kemudian justru gagl dalam pelaksanaannya.
Proses adopsi yang lebih cepat justru menjadi kontrao produktif akobat
resistensi yang berlebihan.
Fase rutinisasi adalah fase diman inovasi sudah sianggap sebagai
bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru
atau car baru karena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan
oganisasi.
II.1.7 Variabel Inovasi
Menurut Stephen P. Robbins & Mary Coutler (2010) ada tiga rangkaian
variabel yang merangsang inovasi : struktur, budaya, dan praktik sumber daya
manusia organisasi itu sendiri. Penelitian terhadap dampak variabel sturktur pada
inovasi :
1. Ketersediaan sumber daya yang kaya memberikan ponadasi utama
bagi inovasi.
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2. Komunikasi yang sering antar unit-unit membantu menghancurkan
penghambat-penghambat inovasi.
3. Organisasi yang inovatif berupaya meminimalisasi keekanan waku
yang minimal/ekstrem terhadap kegiatan kreatif.
4. Kinerja kreatif seorang karyawan diperkaya ketika suatu struktur
organisasi secara eksplisit mendukung kreatifitas.
II.2 Konsep Manajemen Perkotaan
Secara umum manajemen perkotaan (urban Management) adalah suatu
upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran
pembangunan kota secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Achmad
Nurmandi (2006 : 125) mangemukakan bahwa manajemen perkotaan
merupakan pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan
perkotaan.
Lea dan Courtney (Achmad Nurmandi, 2006 : 125) membedakan dua
pendekatan manajemen perkotaan, yaitu pendekatan problem-oriented
teknokratis dan pedekatan ekonomi politik struktural. Pendekatan pertama lebih
memfokuskan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dan
memecahkan masalah-masalah perkotaan. Sedangkan pendekatan kedua lebih
memfokuskan pada pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks ekonomi
politik nasioal dan internasional.
Dalam proses pengelolaan suatu wilayah perkotaan akan sangat rumit
dan kompleks, serta melibatkan banyak sektor, bidang dan stakeholder. Secara
umum pengelolaan perkotaan dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu, bidang fisik
dan non-fisik. Bidang fisik adalah segala sesuatu suberdaya pengelolaan
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infrastruktur kota termasuk upaya konservasi sumberdaya alam yang
berpengaruh pada pembangunan kota. Sedangkan idang non-fisik adalah semua
yang berkaitan dengan pengembangan kualitassumberdaya manusia dan
kelembagaan kemasyarakatan, kelembagaan, perekonomian kota dan sistem
pengeawasan serta pengendalian pmbangunan kota. (sumber :
dinnahanifayasya.htm, diakses 16 Oktober 2015)
Hal ini sesuai dengan yang gambarkan Achmad Nurmadi (2006:126)
bahwa secara tipikal, pemerintah kota maupun metropolitan selalu menengani
sektor-sektor perkotaan yang saling berkelindan satu sama lain dan
mempengaruhi pengelolaan kota.
Gambar II.2
Edward Leman dalam Achmad Nurmandi (2006 : 126)
Dalam gambar diatas menunjukkan bahwa, pemerintah kota maupun
metropolitan secar tipikal harus menangani enam sector perkotaan yang saling
berhubungan yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas
sosial, dan pembangunan ekonomi. Pertanahan mencakup pemetaan,














penggunaan lahan, dan sistem perpajakan atas tanah. Sector lingkungan
mencakup penanganan pengguanaan sumber daya air, udara dan tanah secara
berkesinambungan. Selanjutnya sector infrastruktur mencakup air bersih, jalan
dan jembatan, fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah.
Sedangkan sector perumahan mencakup penyediaan perumahan bagi semua
golongan masyarakat, pelayanan infrastruktur dasara kepada pengembangan
(developer), dan pengorganisasian pembiayaan pemebangunan perumahan.
Sementara sector fasilitas sosial mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan,
keamanan, rekreasi, dan program penanganan kaum miskin. Sector terakhir
adalah sector pembangunan ekonomi mencakupp seperti sector manufaktur,
distribusi barang dan jasa, jasa konstruksi, jasa perbankan, dan asuransi.
Dalam manajemen perkotaan, aktor-aktor yang terlibat bukan hanya dari
lembaga formal saja, tetapi lembaga-lembaga informal dan non-pemerintahan
berperan dalam semua lini kehidupan masayarakat kota. Urban Management
Program (UPM), sebuah organisasi PBB dibawah UNHCS,(dalam Achmad
Nurmandi, 2006 : 57), menggambarkan bahwa pemerintah kota adalah salah
satu aktor yang menjalankan peranan vital dalam manajemen perkotaan. Selain
itu terdaopat duan aktor yang perlu dilibatkan dalam memecahkan masalah-










Edward Leman (dalam Achmad Nurmandi, 2006 : 58)
II.2.1 Pelayanan Publik Perkotaan
Pelayanan publik merupakan bagian utama dari fungsi pemerintah kota.
Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh
kelompok masyarakat yang bersifat heterogen adalah hal yang paling rumit. Hasil
survei yang dilakukan UNDP (dalam Achmad Nurmandi, 2006 : 335)
menyimpulkan bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang paling
serius, diikuti dengan perumahan, manajemen persampahan, kekerasan dan
kriminalitas, kemiskinan, sanitasi yang tidak baik, polusi udara, transportasi
publik yang jelek, pelayanan air bersih yang masih kurang, kekurangan dalam

















menurut garis etnis, gender, dan status ekonomi. Selain masalah pengangguran,
menururt persepsi para walikota di dunia masalah laian yang ada adalah tidak
memadainya pelayanan publik, mulai dari pelaayanan dasar lingkungan sampai
dengan buruknya aksesibilitas pelayanan itu sendiri.
Penerapan teknologi baru dalam pelayanan publik merupakan suatu hal
yang tidak dapat dihindari dalam mempercepat pemberian pelayanan seiring
dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang membutuhkannya.
Disadari bahwa manusia tidak dapat mengandalkan kemampuan manual aparat
pemerintah dalam memnuhi kebutuhan setiap konsumen yang ada. Organisasi
pelayanan publik harus scara cepat membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi
untk meningkatkan kinerja organisasinya.
II.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Organisasi Pemrintah Kota
Menurut Doley (dalam Achmad Nurmandi, 2006:186) membagi lima faktor
pendorong yang mempengaruhi inovasi orgaisasi, yang disebutnya sebagai
manajemen sistem inovasi, yaitu:
1. Kepemimpinan
2. Strategi dan kinerja
3. Pemberdayaan dan kelomok-kelompok
4. Rekayasa dan inprovement
5. Pembelajaran dan komunikasi
Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam inovasi organisasi.
Kottler (dalam Achmad Nurmandi, 2006 : 188) menyebut kepemimpinan sebagai
proses yang membantu mengarahkan dan memobilisasi orang-oarng dan ide-
idenya. Pemimpin yang memiliki komitmen dan visioner sangat menentukan
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keberhasilan inovasi organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat.
Selanjutnya strategi dan kinerja merupakan faktor yang juga turut mempengaruhi
inovasi organisasi. Strategi merupakan ideologi sebagai kekuatan penting
organisasi yang mengarahkan adaptasinya dalam lingkungan yang berubah
cepat. Dalam organisasi pemerintah, pimpinan organisasi diharuskan menyusun
rencana strategi organisasi untuk perjalanan organisasi lima tahu kedepan.
Inovasi organisasi juga dipengaruhi oleh kinerja pegawai dalam organisasi
tersebut. Tingkat inisiatif pegawai dan responsivitas pegawai akan sangat
menentukan inovasi organisasi.
Selanjutnya faktor ketiga yang mendukung terjadinya inovasi organisasi
adalah pemberdayaan dan kelompok-kelompok. Inovasi didorong oleh pimpinan
dan selanjutnya melibatkan bawahannya yang kemudian dikelompokkan dalam
tim-tim kecil antar unit atau bagian. Hal ini akan memperjelas pembagian tugas
yang akan dikerjakan oleh pegawai. Kemudian faktor yang keempat adalah
melakukan rekayasa dan pembaharuan. Pimpinan harus mendorong dan
memotivasi stakeholder untuk mengembangkan sistem organisasi dengan
mengacu pada komplain pelanggan, kotak saran dan barinstorming. Faktor
terakhir adalah pembelajaran dan komunikasi yang baik dalam organisasi.
II.3 Konsep Drainase
II.3.1 Pengertian Drainase
Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai
komponen penting dalam perencanaan kota khususnya perencanaan
infrastruktur. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian buangan
air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari
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suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
Menurut Suripin (2004 : 7), drainase mempunyai arti mengalirkan menguras,
membuang, atau mengalihkan air. Drainase juga diartikan sebagi suatu cara
pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah serta cara
penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.
Saluran drainase berfungsi untuk mengeringkan daerah becek dan
genangan air yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu saluran drainase
juga berfungsi mencegah terjadinya erosi tanah, kerusakan jalan, dan lain-laian.
Oleh karena itu, saluran drainase sangat dibutuhkan masyarakat kota dalam
rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.
Sistem saluran drainase umumnya dibag atas 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Sistem darinase makro
Sistem drainase makro yaitu sistem saluran yang menampung dan
mengalirkan air dari satu daerah tangkapan air hujan. Sistem drainase
makro ini menampung aliran yang skala besar dan luas seperti kana-
kanal atau sungai-sungai.
2. Sistem drainase mikro
Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan buangan pelengkap yang
menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Sistem
drainase ini adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran air di sekitar
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II.5 Kerangka Konsep
Dengan mengacu pada teori best practices UN, maka dapat disusun



















Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam
penelitian ini yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya penulis menggunakan
wawancara, catatan laporan, dan observasi langsung ke lapangan untuk
mnggambarkan fenomena yang berhubngan dengan inovasi dalam pengelolaan
drainase di Kota Palopo.
III.2 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif (penggambaran) ini merupakan suatu penelitian yang akan
memprediksikan mengenai pelaksanaan inovasi dalam pengelolaam drainase di
Kota Palopo. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan, mencatat, mengenalisa,
dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.
III.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yaitu pada Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kota Palopo.
III.4 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah sebagi berikut :
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1. Dampak (impact), sebuah best practices harus menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangibel) dalam meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak
beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practices harus didasarkan pada
sebuah kemitraan antar aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan
dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practices harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a. Legislasi, kerangka pengaturan oleh hukum atau standar formal yang
menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral didaerah yang memiliki
potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
c. Kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memilki
kejelasan peran dan tanggung jawab beragam tingkatan dan
kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM dan
organisasi masyaratkat;
d. Efisiensi, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan
keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership & community
empowerment), yakni:
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan pubik;
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b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat
tersebut;
c. Penerimaan dan bertangggungjawab terhadap perbedaan sosial dan
budaya;
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan
lebih lanjut dan replikasi;
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local
content & transferability) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar serta
cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan,
keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari tersebut.
III.5 Informan
Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman
mengenai pelaksanaan inovasi dalam pengelolaan drainase di Kota Palopo.
Adapun informan yang dimaksud adalah :
1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
2. Kepala Bidang Cipta Karya
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. Masyarakat umum
III.6 Jenis dan Sumber Data
29
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahab seperti dokumen dan lain-lain. Data
hasil penelitian didapatkan melauli dua sumber yaitu:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek
penelitiannya. Jadi, data primer yait data yang dikumpulkan melalui
wawancara dan observasi.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung
dari objek penelitian. Jadi, data sekunder yaitu data yang berupa
dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara
Menurut Black dan Champion (1992) dalam Nurul Zuriah (2006:179)
wawancara adalah teknik penelitan yang paling sosiologis dari semula
teknik penelitian sosial. Hal ini dikarenakan bentuknya yang berasal dari
interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Menurut Sutrisno Hadi
dalam Sugiyono (2009:157) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu
dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga
koesioner (angket) adalah sebagai berikut:
a. Bahwa subjyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang
dirinya sendiri
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b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah
benar dan dapt dipercaya
c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang
dimaksudkan oleh peneliti.
2. Observasi
Menurut S. Margono (dalam Nurul Zuriah, 2006:173) observasi diartikan
sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala
yang tampak pada objek penelitian.
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen
Teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi penunjang
melalu berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, dan
hasil-hasil penelitian yangberkaitan dengan penelitian ini.
III.8 Teknik Analisi Data
Langkah-langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data sebagai
berkut:
1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberkan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data
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Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Dalam penelitian kualitatif, pnyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sebagainya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami.
3. Penarikan kesimpulan
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan




DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN
IV. 1 Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Dinas tata ruang dan cipta karya Kota Palopo merupakan salah satu
SKPD yang membantu pemerintah dalam mecapai visi dan misinya dalam
bidang tata ruang, cipta karya, dan perumahan pemukiman serta penyehatan
lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut dinas tata ruang dan cipta karya
mimiliki visi misi yakni:
“Terwujudnya Harmonisasi Tata Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan
Berkelanjutan.”
Adapun Misi dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
yang berkualitas dan implementatif
2. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar lingkungan
permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang
publik, dan bangunan gedung.
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3. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan
dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah,
drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta
masyarakat
5. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui
kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan
swasta.
IV. 2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas
A. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
1. Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala dinas berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan
pemerintahan daerah dalam hal kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi dibidang cipta karya, tata ruang, perumahan
pemukiman dan penyehatan lingkungan, serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepala dinas mempunyai rincian tugas :
a. Membantu walikota sesuai dengan bidang tugasnya melalui
Sekretaris Daerha;
b. Mengkoordinsikan, membina, mengendalikan dan mengawasi
kegiatan dinas;
c. Mmenggkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan
dinas;
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d. Merumuskan sasaran peyusunan RENSTRA dinas;
e. Mengordinasikan penyusunan RENJA dinas;
f. Mengkoordinasikan penyusuan TAPKIN dan LAKIP dinas
melaporkan kepada walikota secara berkala melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Menghimpun dan meyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ
Walikota da LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan
LKPD setiap akhir tahun K Badan Pngelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningktan
indeks kepuasan masyarakat;
j. Menyusun kebijakan tekis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah;
k. Membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan
instansi teknis yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
l. Merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Walikota
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam uruusan bidang
tata ruang dan cipta karya;
m. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional
dibidang tata bangunan dan perizinan, yang meliputi urusan
bidang tata bangunan dan perizinan;
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n. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional
dibidang cipta karya, yang meliputi urusan bidang penyehatan
lingkungan dan pemukiman dan utilitas sarana dan prasarana
perumahan;
o. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional
dibidang penataan ruang dan pengendalian, yang meliputi urusan
bidang penataan ruang dan pengendalian bangunan;
p. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional
dibidang perumahan pemukiman, yang eliputi urusan bidang
pebangunan perumahan pemukiman dan bina teknik perumahan
pemukiman;
q. Mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana
strategis dan kebijakan operasional dibindang cipta karya dan tata
ruang, yang meliputi urusan bidang tata bangunan dan perizinan,
cipta karya, penataan ruang dan pengendalian serta perumahan
pemukiman;
r. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program
strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada
Walikota.
B. Sekretaris
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian
kepala dinas dalam hal urusan umum dan kepegawaian, keuangan
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dan penyusunan serta perencanaan program, serta melaksanakan
tgas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sekretaris mmpunyai rincian tugas :
a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan administrasi teknis
dinas;
b. Memimpin, membimbing, meneliti, dan menilai hasil kerja
bawahan;
c. Menyusun rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
d. Mengkoodiasikan sasaran penyusunan Renstra dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan Renja tahunan serta kegiatan
operasional dinas;
f. Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP dinas,
meaporkan kepada Walikota secara berkala melalui Kepala Dinas;
g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN
dan LP2P dilingkungan dinas;
h. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan
LKPJ Walikota dan LPPD setiap akhir tahun ke keala dinas;
i. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan
LKPD setiap akhir tahun ke kepala dinas;
j. Mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan
pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD dan Badan
Organisasi Sekretariat Daerah;
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k. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan
umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program
dilingkugan dinas;
l. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala
prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;
m. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan setiap kegiatan
sekretariat kepada kepala dinas;
n. Memberikan saran dan masukan kepda kepala dinas tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
o. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat
dinas;
p. Megkoordinasikan, menginventarisasi dan merencanakan
pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
q. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mempersiapkan
urusan penghapusan barng milik daerah;
r. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat
pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa
pemerintah dilingkungan dinas sepanjang belum diberlakukannya
kebijakan ULP;
s. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan baang/jasa
pemerintah dilingkungan dinas;
t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemasalahan serta mencari alternatif pemecahannya sebagai
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bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala
dinas;
u. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
v. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program
strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada
kepala dinas.
C. Sub Bangian Umum dan Kepegawaian
1. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala
sub bangian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris;
2. Kepala sub bangian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok
yaitu melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai
rincian tugas :
a. Memmbantu sekretaris dalam melaksanakan administrasi teknis
umum dan kepegawaian;
b. Merencanakan kegiatan dan anggaran sub bagaian umum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
d. Merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian yang bersfat urgen kepada sekretaris
dinas;
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e. Memberi petunjuk dan masukan kepada sekretaris dinas tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f. Merencanakan kegiatan dan membuat, memproses administrasi
teknis penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian dinas;
g. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan
kerumahtanggaan dinas meliputi ketertiban, keamanan,
kebersihan, kehumasan, dan protokol;
h. Merencanakan kegiatan, melaksanakan urusan pengadaan,
inventarisasi dan penghapusan barang dalam lingkungan dinas;
i. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pembentkan panitia pengadaan barang dilinngkungan dinas;
j. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pembentukan panistia pemerikas barang dilingkungan dinas;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di sub bagian umum dan kepegawaian serta
mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan sekretaris dinas;
l. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyerahkan seluruh
salinan dokumen penngadaan barang di lingkungan dinas secara
sistematis kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
m. Merencanakan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data yang
berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
n. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun daftar,
rencana urut kepangkatan (DUK) dan analisis jabatan;
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o. Merencanakan kegiatan, menyiapkan data dan bahan
perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam
jabatan;
p. Memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya
peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
q. Merencanakan kegiatan dan menghimpun, menginventarisir,
mengusulkan dan memproses administrasi kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan di lingkungan dinas;
r. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan umu dan kepegawaian;
s. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan umum dan kepegawaian.
D. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
1. Sub bagian perencanaan dan penyusunan program dipimpin oleh
seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada sekretaris.
2. Kepala sub bangian perencanaan dan penyusunan program
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan perencanaan
dan penyusunan program, serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh sekretaris;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program
mempunyai rincian tugas :
a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan
penyusunan program;
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b. Memimpin, membimbing, mmeneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;
c. Merencanakan kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bagian
perencanaan dan penyusunan program sebagai pedoman
pelaksanaan tugas serta menyusun rencana kerja dan anggaran
dinas;
d. Merencanakan kegiatan dan menghimpun bahan penyusunan
konsep rencana strategis, rencana kerja dan usulan program
dinas;
e. Merencanakan kegiatan yang hendak dicapai dinas berdasarkan
skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. Merencanakan kegiatan, mengompilasi dan menghimpin bahan
penyusunan renstra dinas;
g. Merencanakan kegiatan, mengompilasi dan menghimpin bahan
penyusunan renja dinas;
h. Merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan
TAPKIN dan LAKIP dinas melaporkan ke kepala dinas melalui
sekretaris dinas;
i. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan LKPJ Walikota dan LPPD setiap akhir tahun ke
kepala dinas melalui sekretaris dinas;
j. Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja
internal dinas sesuai dengan data yang ada berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan
penyusunan program;
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k. Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA, dan unit
kerja internal dinas;
l. Merencanakan kegatan dan mengkonsultasikan penyusunan
rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan dinas;
m. Merencanakan kegiatan dan menyusun RKS, DPA, dan
kebutuhan anggaran di ingkungan dinas;
n. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan penyusunan
program;
o. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan usulan rencana
kerja tambahan dalam upaya penyusunan anggaran perubahan
dinas;
p. Merencanakan kegiatan dan menngumpulkan data dan bahan
dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, rencana kerja dan
kinerja tahunan dinas;
q. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyusunan program;
r. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan dan
rencana kerja tahunan penyusunan program.
E. Sub Bagian Keuangan
1. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
2. Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan urusan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh
sekretraris.
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3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas:
a. Membantu sekretaris dinas melaksanakan proses administrasi
teknis keuangan dinas;
b. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;
c. Merencanakan kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bagian
keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan kegiatan yang hendak dicapai pada sub bagian
keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e. Merencanakan kegiatan dan program kerja tahunan sub bagian
keuangan;
f. Merencanakan kegiatan dan menyusun, mengusulkan dan
menganalisis data dan dokumen penganggaran, penatausahaan,
akuntansi dan petanggungjawaban keuangan dinas;
g. Merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan urusan keuangan
yang bersifat urgen kepada sekretaris dinas;
h. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke skretaris;
i. Memberi petunjuk dan masukan kepada sekretaris dinas tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j. Merencanakan kegiatan dan menginventarisir, menyiapkan,
mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal
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penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan
pertanggungjawaban keuangan dinas;
k. Merencanakan, menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi
petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan
dinas;
l. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan verifikasi terhadap
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas;
m. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
n. Merncanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan keuangan.
F. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan
1. Bidang tata bangunan dan perizinan dipimpin oles seorang kepala
bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
dinas.
2. Kepala bidang tata bangunan dan perizinan mempunyai tugas pokok
yaitu melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang tata
bangunan dan perizinan, serta melakukan tugas lain yang diberikan
oleh kepala dinas.
3. Dalam melaksanakan ugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat
(2), kepala bidang tat bangunan dan perizinan mempunyai rincian
tugas:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang tata bangunan
dan perizinan;
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b. Memproses dan memberikan pertimbangan mengenai pemberian
izin, mendirikan bangunan serta memberikan petunjuk tentang
perizinan;
c. Menyusun konsep sasaran kegiatan dalam bidang tata bangunan
dan perizinan;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang syarat izin
mendirikan banguanan;
e. Penyusunan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan
lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria
nasional;
f. Menyusun perumusan bahan penetapan kebijakan dan strategi
kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
g. Pendataan bangunan gedung;
h. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang tata bangunan dan perizinan yang meliputi urusan tata
bangunan dan perizinan bangunan gedung, pemeliharaan dan
perizinan banguan gedung;
i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang tata bangunan dan perizinan;
j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang pemeliharaan gedung;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan urusan tata bangunan dan perizinan
bangunan;
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l. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tata
bangunan dan perizinan;
m. Membina, mengatur dan mengarahkan dan membagi tugas serta
menilai hasil kerja bawahan;
G. Seksi Tata Bangunan
1. Seksi tata bangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepala bidang tata bangunan dan
perizinan.
2. Kepala seksi tata bangunan mempunyai tugas pokok yaitu membantu
kepala bidang tata bangunan dan perizinan dalam rangka
merencanakan, menyusun dan mengelolah penataan dan kawasan
bangunan-bangunan vital serta melaksanakan tugas lainnya yang
dberikan oleh kepala bidang tata bangunan dan perizinan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala seksi tata bangunan mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi tata bangunan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup seksi tata
bangunan;
c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman
operasional penyelenggaraan penataan bangunan;
d. Menyusun bahan penetapan dan pengaturan status, fungsi dan
pemanfaatan gedung;
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e. Menyusun bahan pedoman perencanaan teknis pendirian gedung
dan bangunan;
f. Menyusun dang menglolah data dan informasi mengenai petunjuk
teknis serta pelaksanaan perencanaan teknis bangunan;
g. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi
dan bangunan gedung;
h. Melaksanakan tugas operasional, inventarisasi dan pengelolaan
teknis kegiatan fisik konstruksi bangunan;
i. Menyusunan bahan penerapan standar pelayanan minimal di
bidang tata bangunan dan perizinan;
j. Menyusun bahan penetapan standardisasi fasilitas dan
keselamatan gedung dan bangunan;
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
H. Seksi Perizinan
1. Seksi perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggngjawab kepada kepala bidang tata bangunan
dan perizinan;
2. Kepala seksi perizinan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
urusan perizinan bangunan, asistensi gambar dan rencana anggaran
biaya sesuai ketentuan dan tugas laian yang diberikan oleh kepala
bidang tata bangunan dan perizinan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala seksi perizinan mempunyai rincian tugas:
a. Membantu kepaa bidang tata bangunan dan perizinan;
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b. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan perizinan bangunan
sebagai pedoaman pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis mengenai perizinan bangunan;
d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan proses administrasi teknis
pnyelenggaraan urusan perizinan bangunan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain yang berkaitan dengan urusan perizinan
bangunan;
f. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan hasil penetapan
perizinan bangunan;
g. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kegiatan tahunan perizinan bangunan;
h. Merencanakan dan menyiapakan sistem informasi perizinan
bangunan;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan seksi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
I. Bidang Cipta Karya
1. Bidang cipta karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;
2. Kepala bidang cipta karya mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang cipta karya,
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala bidang cipta karya mempunyai rincian tugas :
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a. Membantu kepala dinas dibidang cipta karya melalui sekretris
dinas;
b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan
menilai hasil kerja bawahan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang cipta karya;
d. Menyusun konsep sasaran kegiatan dalam bidang cipta karya;
e. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada
kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidanng cipta karya;
f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang cipta karya, yang meliputi urusan penyehatan lingkungan
dan pemukiman (PLP) dan utiltas sarana dan prasana
perumahan;
g. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasisonal
dibidang penyehatan lngkungan dan pemukiman;
h. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan opersional
dbidang utilitas sarana dan prasarana perumahan;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan urusan cipta karya;
j. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana
keciptakaryaan;
J. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
1. Seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman (PLP) dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang cipta karya;
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2. Kepala seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman (PLP)
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan penyehatan
lingkungan dan pemukiman (PLP) serta melaksanakan tugas lian
yang diberikan oleh kepala bidang cipta karya;
3. Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman
mempunyai rincia tugas:
a. Membantu kepala bidang cipta karya;
b. Memberikan petunuk, membimbing, membagi tugas dan menilai
hasil kerja bawahan;
c. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pembangunan
infrastruktur penyehatan lingkungan dan pemukiman sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pembangunan
infrastruktur penyehatan lingkungan dan pemukiman;
e. Melaksanakan proses administrasi teknis penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan dan
pemukiman;
f. Memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pembangunan
infrastruktur penyehaan lingkungan dan pemukiman;
g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk teknis
operasional dibidang pembangunan infrastruktur penyhatan
lingkungan dan pemukiman;
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h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pelaksanaan kegitan pokok urusan pembangunan infrasrtuktur
penyehatan lingkungan, perbaikan lingkungan kumuh dan saitasi
serta infrastruktur air limbah sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kedapa kepala bidang;
i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
operasional urusan pembangunan infrastruktur penyehatan
lingkungan seperti perbaikan pemikaman kumuh dan saluran air
limbah;
j. Merencanakan, menyiapkan bahan penyusunan penetapan
persyaratan administrasi dan teknis untuk pembangunan
infrastruktur penyehatan lingkungan;
k. Merencanakan, menyiapkan bahan penyusunan untuk penetapan
peraturan daerah dibidang sanitasi dan air limbah serta drainasi
pemukiman;
l. Merencanakan kegiatan dan inventarisasi penyusunan
pemukiman kumuh di Kota Palopo;
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
pelayanan air limbah domestik;
n. Menyiapkan dan menyusun bahan untuk jaringan terpadu untuk
air limbah domestik;
o. Merencanakan kegiatan, menyiapakan bahan penyusunan
penyediaan fasilitas sanitasi;
p. Merencanakan kegiatan, menyiapakan bahan penyusunan sistem
informasi geografis daerah pelayanan sanitasi dan air limbah;
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q. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
perbaikan perumahan kumuh;
r. Merencanakan kegiatan, menyiapakan bahan penyusunan
fasilitas sanitasi bagi perumahan kumuh;
s. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan fasilitas
drainase perumahan;
t. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
penyelesaian masalah dan permasalahan operasional serta
drainase dan penanggulangan banjir di Kota Palopo serta
koordinasi dengan daerah sekitarnya;
u. Merencanakan kegiatan, meniapkan bahan penyusunan
standardisasi harga dalam bidang pembangunan infrastruktur
penyehatan lingkungan;
v. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
memberikan izin penyelelnggaraan prasaran dan sarana air
limbah di wilayah Kota Palopo;
w. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk
pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan;
x. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembangunan
infrastruktur penyehatan liingkungan dan pemukiman;
y. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan pembangunan infrastruktur
penyehatan lingkungan dan pemukiman;
K. Seksi Utilitas Sarana dan Prasaran Perumahan
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1. Seksi utilitas sarana dan prasarana perumahan dispimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang cipta karya;
2. Kepala seksi utilitas sarana dan prasarana peumahan mempunyai
tugas pokok yaitu melaksanaka urusan utilitas sarana dan prasarana
perumahan serta melaksanakan tugas lian yang diberikan ole kepala
bidag cipta karya;
3. Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala seksi utilitas sarana dan prasarana perumahan
mempunyai rincian tugas:
a. Membantu kepal bidang cipta karya;
b. Memberikan petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai
hasil kerja bawahan;
c. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan utilitas sarana dan
prasarana perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merencanaka kegiatan dan melaksanakan kegiatan urusan utilitas
sarana dan prasarana prumahan;
e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan proses administrasi
teknis penyelenggaraan utilitas sarana dan prasarana perumahan;
f. Merencanakan kegiatan, memberikan saran dan masukan kepada
kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
urusan utilitas sarana dan prasarana perumahan;
g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberikan
petunjuk teknis operasional urusan utilitas sarana dan prasarana
perumahan;
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h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk
pengaturan pembangunan utilitas sarana dan prasarana
perumahan;
i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk
pemantauan, pengawasa serta pengendalian utilitas sarana dan
prasarana perumahan;
j. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
penyelenggaraan pembangunan utilitas sarana dan prasarana
perumahan yang berdampak lokal;
k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
percepatan pembangunan utilitas sarana dan prasarana
perumahan skala kota;
l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pengelolaan PSU bantuan pusat;
m. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan utilitas sarana dan
prasarana perumahan;
n. Merencankan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan pembangunan dan
pemeliharaan utilitas sarana dan prasarana perumahan;
L. Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian
1. Bidang penataan ruang dan pengendalian dipimpin oleh seorang
kepal bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala dinas;
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2. Kepala bidang penataan ruang dan pengendalian mempunyai tugas
pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang
penataan ruang dan pengendalian serta melaksanakan tgas lain yang
diberikan oleh kepala dinas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala bidang penataan ruang dan pengendalian mempunyai
rincian tugas:
a. Membantu kepala dinas dibidang penataan ruang dan
pengendalian melalui sekretaris dinas;
b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan
menilai hasil kerja bawahan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan
ruang dan pengendalian;
d. Menyusun konsep sasaran kegiatan dalam bidang penataan
ruang dan pengendalian;
e. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada
kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidang penataan ruang dan pengendalian;
f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang tata ruang, yang meliputi urusan bidang perencanaan
tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan penengendalian ruanng;
g. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional
dibidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan
pengendalian ruang;
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h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang penataan ruang
dan pengendalian yang meliputi urusan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian ruang;
i. Mengkoordinasikan, menyelia laporan hasil pelaksanaan kegiatan
urusan penataan ruang dan pengendalian sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas;
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan urusan penataan ruang dan pengendalian;
k. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
penataan ruang dan pengendalian;
M. Seksi Penataan Ruang
1. Seksi penataan ruang dipimpioleh seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kapala bidang penataan
ruang dan pengendalian;
2. Kepala seksi penataan ruang mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan urusan penataan ruang, serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh kepa bidang penataan ruang dan pengendalian;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala seksi penataan ruang mempunyai rincian tugas:
a. Membantu kepala bidang penataan ruang dan pengendalian;
b. Memberi petunujk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil
kerja bawahan;
c. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan perencanaatn dan
pemanfaatan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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d. Melaksanakan kegiatan urusan perencanaan dan pemanfaatan
tata ruang;
e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis
penyelenggaraan urusan perencanaan dan pemanfaatan tata
ruang;
f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
urusan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memberi
petunjuk operasional dibidang perencanaan dan pemanfaatan tata
ruang;
h. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang wilayah kota;
i. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kota;
j. Merencankan dan menyiapkan bahan untuk penetapan rencana
detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayak kota;
k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang;
l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
sosialisasi NSPK dan SPM bidang penataan dan pemanfaatan
ruang;
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem
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informasi, komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan
informasi penataan dan pemanfaatan ruang kepada masyarakat;
n. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk petunjuk
untuk pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
dalam hal penataan dan pemanfataan ruang;
o. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan
pemanfaatan ruang;
p. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencanan kerja tahunan perencanaan dan
pemanfaatan tat ruang;
N. Seksi Pengendalian Bangunan
1. Seksi pengendalian bangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
penataan ruang dan pengendalian;
2. Kepala seksi pengendalian bangunan mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan urusan pengendalian bangunan serta melaksanakan
tugas laian yang diberikan oleh kepala bidang penataan ruanga dan
pengendalian;
3. Dalam melakasnakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat
(2), kepala seksi pengendalian bangunan mempunyai rincian tugas:
a. Membantu kepala bidang penataan ruang dan pengendalian;
b. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil
kerja bawahan;
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c. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pengendalian
bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengendalian
bangunan;
e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan proses administrasi
teknis penyelenggaraan urusan pengendalian bangunan;
f. Memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengendalian
bangunan;
g. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis
operasional dibidang pengendalian bangunan;
h. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pengendalian ruang dan bangunan wilayah;
i. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pengendalian ruang kawasan strategis;
j. Merencanakan, melaksanakan, pengaturan zonasi sebagai
pedoman pengendalian bangunan dan ruang;
k. Merencanakan kegiatan, manyiapkan bahan untuk advis teknis
pengendalian ruang dan bangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah kota;
l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan untuk advis teknis
pembatalan izin pemanfaatan ruang dan bangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tat ruang wilayah kota;
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pnyusunan tim
pengawas dengan instansi terkait;
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n. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan
pengendalian ruang dan bangunan;
o. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengendalian ruang dan
bangunan;
p. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahuan pengendalian bangunan;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala bidang;
O. Bidang Perumahan dan Pemukiman
1. Bidang perumahan dan pemukiman dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas;
2. Kepala bidang permahan dan pemukiman mempunyai tugas pokok
yaitu melaksanakan sebagia tugas kepal dinas dibidang perumahan
dan pemukiman serta tugas lain yang diberikan oleh kepal dinas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala bidang perumahan dan pemukiman mempunyai
rincian tugas;
a. Membina, mengatur, mengarahkan, dan membagi tugas serta
menilai hasil kerja bawahan;
b. Menyusun konsep rencana kegiatan dibidang perumahan dan
pemukiman;
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c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan
pemukiman;
d. Menyediakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang
perumahan dan pemukiman sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban;
e. Mengarahkan kebijakan operasional bidang perumahan dan
pemukiman yang meliputi pengembangan perumahan dan
pemukiman, pembinaan perumahan dan pemukiman, pembinaan
infrastruktu perumahan dan pemukiman;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan
perumahan dan pemukiman;
g. Memberi saran dan masukan kepada kepala dinas tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perumhan dan
pemukiman;
P. Seksi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
1. Seksi pembangunan perumahan pemukiman dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala bidang perumahan dan pemukiman;
2. Kepala seksi pembangunan perumahan pemukiman mempunyai
tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pembangunan perumahan
pemukiman serta melaksanakan tugas laian yang diberikan oleh
kepala bsang perumahan dan pemukiman;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaskud pada ayat
(2), kepala seski pembangunan perumahan pemukiman mempunyai
rincian tugas:
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a. Membantu kepala bidang perumahan dan pemukiman;
b. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil
kerja bawahan;
c. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pembangunan
perumahan dan pemukiman sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
d. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pembangunan
perumahan dan pemukiman;
e. Melaksanakan proses administrasi teknis penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan pemukiman;
f. Memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pembangunan
perumahan dan pemukiman;
g. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk teknis operasional
dibidang pembangunan perumahan dan pemukiman;
h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan unuk
pembangunan perumahan dan pemukiman secara terarah;
i. Merencanakan kegiatan, menyiapakan dan menyusun bahan
untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
pemukiman;
j. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan
pengembangan kawasan pemukiman dan perumahan yang
dikoordinasikan dengan instansi terkait;
k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan baha penyusunan untuk
pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
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l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni
serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman;
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
kawasan pemukiman dan perumahan yang akan dikembangkan;
n. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan
untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat;
o. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk
peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah;
p. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk
pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tetang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya;
q. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan
strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya;
r. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembangunan
perumahan dan pemukuman;
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s. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan pembangunan perumahan
dan pemukiman;
Q. Seksi Bina Teknik Perumahan dan Pemukiman
1. Seksi bina teknik perumahan dan pemukiman dipimpin oleh seorang
kepal seksi yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada kepla
bidang prumahan dan pemukiman;
2. Kepala seksi bina teknik perumahan dan pemukiman mempunyai
tugas pokok yaitu melaksanakan urusan bina teknik perumahan dan
pemukiman serta melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh kepala
bidang perumahan dan pemukiman;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana yang dimaksud pada
ayat (2), kepala seksi bina teknik perumahan dan pemukiman
mempunyai rincian tugas:
a. Membantu kepala bidang perumahan dan pemukiman;
b. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil
kerja bawahan;
c. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bina teknik
perumahan dan pemukiman sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
d. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan bina teknik
perumahan dan pemukiman;
e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan proses administrasi
teknis penyelenggaraan bina teknik perumahan da pemukiman;
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f. Merencanakan kegitan dan memberikan saran dan masukan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dalam urusan bina teknik perumahan dan pemukiman;
g. Merencanakan, menyiapkan bahan dan memberi petunjuk teknis
operasional dibidang bina teknik perumahan dan pemukiman;
h. Merencanakan kegiatan menghimpun dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan
dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan bina
teknik perumahan dan pemukiman;
i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pembangunan, perbaikan, peremajaan perumahan dan
pengembangan serta prasaran lingkungannya;
j. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan;
k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pembangunan perumahan dengan instansi terkait;
l. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan, dan
menyusun bahan untuk perencanaan teknis bangunan, perbaikan,
peremajaan, perumahan dan pengembangan serta prasarana
lingkungannya;
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk
pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan skala besar di wilayahnya;
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n. Merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan menyusun bahan untuk
pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam pembangunan
perumahan serta lingkungannya, yang meliputi jalan lingkungan
pemukiman dan penyehatan kualitas lingkungan pemukiman;
o. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina teknik perumahan
dan pemukiman;
p. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan bina teknik perumhahan dan
pemukiman;
R. Unit Pelaksana Teknis Dinas
1. UPTD dipimpin oleh seorang kepal UPTD yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepal dinas;
2. Kepala UPTD mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala dinas
dalam hal merencanakan, melaksanakan pendataan, teknik dan
prasarana, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaporkan
hasil kegiatan UPTD serta tugas laian yang diberikan oleh kepala
dinas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
a. Melaksanakan penyusunan program atau kegiatan;
b. Menyelenggarakan urusan tata usaha;
c. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
d. Melaksanakan pengadaan dan peralatan sesuai kebutuha UPTD;
e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
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f. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;
g. Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasilkerjanya;
h. Membuat laoran hasil kegiatan serta memberikan saran dan
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
penentuan kebijakan;
S. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempuyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dari fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan etentuan yang
berlaku.
1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang
jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
2. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang fungsional senior
yang ditunjuk oleh kepala dinas;
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelayanana publik merupakan bagian utama dari fungsi pemerintah kota.
Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh
kelompok masyarakat yang bersifat heterogen adalah hal yang paling rumit.
Dalam proses pengelolaan suatu wilayah perkotaan akan sangat rumit dan
kompleks serta melibatkan banyak sektor dan stakeholder.
Secara umum pengelolaan perkotaan dibagi menjadu dua (2) bidang
yaitu, bidang fisik dan non-fisik. Bidang fisik meliputi segala sesuatu sumberdaya
pengelolaan infrastruktur kota termasuk upaya konservasi sumberdaya alam
yang berpengaruh pada pembangunan kota. Sedangkan non-fisik meliputi semua
yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan
kelembagaan kemasyarakatan. Sektor infrastruktur meliput air bersih, jalan dan
jembatan, fasilitas komunikasi serta pengelolaan sanitasi dan sampah. Dalam
pengelolaan sanitasi, khususnya pada pengelolaan drainase selalu mendapat
tantangan yang besar dalam pengelolaanya. Berikut hasil penelitian yang
dlakukan penulis mengenai pengelolaan drainase di Kota Palopo.
V. 1 Pengelolaan Drainase di Kota Palopo
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Pengelolaan sistem drainase perkotaan harus dilaksanakan secara
menyeluruh dengan mengacu pada SIDLACOM (Umum
Survey,Investigation,Land Acquisition,Contruction,Operation and Maintenance)
dimulai dari tahap survey, investigasi perencanaan, pembebasan lahan,
konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan ditunjang dengan peningkatan
kelembagaan, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat. Sistem drainase
perkotaan meliputi saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan
sistem drainasse di Kota Palopo pada umumnya masih menggunakan saluran
drainase sekunder yang langsung mengalirkan air ke sungai atau laut. Seperti
yang dijelaskan kepala bidang cipta karya bahwa:
“pada umumnya kan, sistem darinase kita itu yang lama ji kita kelola,
saluran drainase yang kita punya kecil-kecil semua, belum pi ada yang
lebarnya 2 meter sampai 2.5 meter.” (wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian informan yang sama menambahkan bahwa:
“jadi makanya kita buatkan jebakan sampah supaya kita gampang
bersikan sampahnya dan Insya Allah tahun ini kita ada anggaran untuk
membuat drainase yang besar.” (wawancara 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukan keseriusan pemerintah Kota
Palopo dalam hal pengelolaan drainse. Dari sistem jebakan sampah itulah
sehingga Kota Palopo meraih penghargaan dari menteri dalam negeri dalam
bidang inovasi manajemen perkotaan pada tahun 2015.
Sistem jebakan sampah ini berfungsi untuk menampung sampah yang
ada pada drainase sehingga memudahkan petugas dalam membersihkan
drainase. Seperti yang dijelaskan kepala bidang cipta karya bahwa:
“jadi kita pasang semacam rang-rang disetiap drainase sehingga sampah
itu terkupul di satu tempat sehingga mudah untuk diangkat dan tidak
masuk ke drainase yang lain, tetapi kalo itu tidak dikontrol terus akan jadi
bumerang ji juga karena sampah-sampah itu yang menghambat air
mengalir kalo kita tidak angkat cepat sampahnya.” (wawancara 20 januari
2016)
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Kemudian informan yang sama menambahkan bahwa:
“apalagi kalo sekarang kan musim hujan, kalo tidak cepat kita angkat
sampahnya itu ji juga yang menyebabkan banjir. Makanya kita itu
berkejaran dengan sampah, petugas harus siap dan armadanya.”
(wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakuka
pemerintah dalam menangani permasalahan kebersihan drainase lebih efektif
dan efisien. Namun, dengan adanya alat jebakan sampah itu tidak serta merta
Kota Palopo terhindar dari banjir  ketika musim hujan tiba. Beberapa daerah
masih ada yang tergenang ketika musim penghujan datang. Hal ini diakibatkan
volume drainase tidak dapat menampung debit air yang ada. Dari telaah
dokumen yang dilakukan penulis, masih ada sekitar 24,7 % rumah terndam air
ketikan musim penghujan tiba (Buku Putih Sanitasi Kota Palopo). Seperti yang
dijelaskan oleh kepala bidang cipta karya bahwa:
“kalo musim hujan kayak sekarang masih ada beberapa titik yang
tergenang, karena drainase kita kan masih yang kecil-kecil sehingga tidak
bisa na tampung air yang ada. Tetapi itu hanya hanya sampai 2 jam surut
mi lagi airnya.” (wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian di tambahkan informan yang lain bahwa:
“selain volume drainase kita yang kecil juga kendala kita adalah kita sulit
membersihkan drainase yang tertutup sama jembatan-jembatan depan
rumah warga karena kita nda bisa masuk bersihkan untuk mengeruk
lumpurnya sama sampahnya.” (NC, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selain masalah
kebersihan drainase, banjir juga diakibatkan oleh kecilnya volume drainase
sehingga tidak dapat menampung debit air ketika hujan. Selain itu berdasarkan
observasi langsung yang dilakukan penulis, beberapa kondisi saluran drainase
sudah mengalami pendangkalan (sedimentasi) dan ditumbuhi oleh jenis
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rerumputan tertentu (tanaman liar) baik pada saluran primer, sekunder, dan
tersier. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Gambar V.1 Pendangkalan (sedimentasi) pada drainase
Sumber : Data primer, 2016
Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan drainase ini adalah
petugas yang mengontrol kondisi drainase. Terkait hal ini salah satu informan
menjelaskan bahwa :
“kendala kita juga disini adalah petugas pengontrol drainase itu sedikit
sekali. Kita cuman punya 2 petugas drainase. jadi kalo musim hujan itu,
mereka kewalahan skali karna drainase itu cepat banyak sampahnya
apalagi kalo sampai ada sampah besar kayak batang di dalam drainase,
belum lagi kalo ada drainase yang rusak itu juga harus cepat kita
perbaiki.” (AM, Wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian menambahkan:
“sampai saat ini belum ada rencana penambhan anggota, karna memang
sebenarnya kan yang punya tugas untuk kebersihan drainase itu
tugasnya dinas kebersihan. Jadi kita hanya memantau kondisi kalo kita
dapat penumpukan sampah kita kontak ke dinas kebersihan.” (AM,
wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di
Kota Palopo mengalami banyak kendala mulai dari masalah kebersihan, volume
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drainase sampai pada petugas pengontrol drainase. Oleh karena itu, perlu ada
tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasai permasalan diatas.
Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
tahun ini akan membuat drainase yang memiliki volume lebih besar sehingga hal
tersebut diatas bisa segera teratasi. Seperti yang disampaikan salah satu
informan dari pihak pemerintah bahwa:
“Insya Allah tahun ini kita akan buatkan drianase yang lebih besar yaitu
sekitar 2-2.5 meter lebarnya. Supaya ketika volume air meninngkat bisa
mi ditampung drainase.” (NC, Wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian ditambahkan salah satu informan bahwa:
“meskipun sebenarnya bersih ini drainase, tetap ada beberapa daerah
yang tergenang air kalo musim penghujan karna itu tadi drainase tidak
bisa tampung debit air yang besar. terutama itu daerah yang rendah
seperti penggola, sempo wae, belimbing dan beberapa daerah lain.” (AM,
wawancara tanggal 20 ajnuari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang harus ada
pembuatan drainase yang lebih besar sehingga dapat mnampunng air debit air
yang besar ketika musim penghujan tiba. Selain itu, peran masyarakat juga
diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang
ada. namun, partisipasi masyarakat masih sangat minim, seperti yang dijelaskan
salah satu informan bahwa:
“kita juga sebenarnya mengaharapkan partisipasi masyarakat untuk
menjaga kebersihan drainase karna kalo diserahkan semua ke petugas
bisa kewalahan juga apalagi jumlah petugas kan terbatas. Nah yang
terjadi selama ini, partisipasi masyarakat masih sedikit.” (AM, wawancara
tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil penelitian diatas terkait pengelolaan drainase di Kota Palopo
menggambarkan bahwa pengelolaan drainase yang dilakukan sudah berjalan
dengan baik. Namun, hal itu belum memberikan dampak yang besar terhadap
penanganan banjir yang terjadi di Kota Palopo. Hal ini dibuktikan dengan masih
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adanya daerah yang tergenang air ketika musim hujan datang akibat
permasalahn drainase yanng ada. terakait hal itu dapat dilihat ada tabel berkut ini
:
Tabel V.1 Permasalahan dalm pengelolaan drainase di Kota Palopo
No. Permasalahan Mendesak
1. Masih terbatasnya jaringan drainase untuk menjangkau seluruh pemukiman.
2. Menurunnya fungsi drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi.
3. Menurunnya fungsi drainase akibat terjadinya alih fungsi drainase.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi
drainase.
5. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta dalam membangun,merehabilitasi dan
memelihara drainas
6. Masih rendahnya kualitas drainase yang ditandai dengan konstruksi drainase
yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
Sumber : kajian Pokja Sanitas dan Dinas Tata Ruang (Buku Putih Sanitasi)
V. 2 Kriteria Inovasi
Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh united nation, terdapat




- Kepemimpinan  dan pemberdayaan masyarakat
1. Dampak (impact)
Menurut Albury (dalam Suwarnno, 2008 : 10) secara lebih sederhana
mendefinisikan inovasi sebagai news ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi
berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi tidak akan
berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari
kehadirannnya. Begitu pula dengan adanya sistem jebakan sampah pada
drainase yang ada di Kota Palopo.
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Salah satu informan dari pemerinah mengemukakan bahwa :
“dengan adanya jebakan sampah ini, kita lebih mudah dalam
membersihkan drainase sehingga potensi terjadnya penyumbatan saluran
drainase akibat menumpuknya sampah itu semakin berkurang.” (AM,
wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian informan yang sama menambahkan bahwa :
“meskipun masih ada beberapa titik yang masih tergenang air ketika
hujan datang tapi airnya itu tidak lama tergenang, paling sampai dua jam
ji saja surut mi lagi karna memang drainasenya kita kecil-kecil semua.”
(AM, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya jebakan
sampah yang dipasang pada drainase, pengelolaan drainase di Kota Palopo
sudah lebih efektif dan efisien dalam hal penanganan sampah drainase.
Gambar V. 2 Alat Jebakan Sampah
Sumber : Data primer, 2016
Jika dibandingkan dengan sebelum adanya alat jebakan sampah ini
potensi terjadinya banjir masih sangat tinggi kecuali daerah yang memang
dataran tinggi. Namun, setelah adanya alat jebakan sampah ini potensi banjir
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sudah bisa diminimalisir. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu informan
bahwa:
“dulu waktu belum ada ini jebakan sampah petugas itu kewalahan
membersihkan drianase karna sampah berserakan kemana-mana, nah
sekarang dengan adanya alat jebakan sampah ini kita lebih gampang mi
bersihkan karna sampah itu terkumpul di satu tempat.” (AM, wawancara
tanggal 20 ajnuari 2016)
Disisi lain, salah satu informan dari masyarakat menjelaskan mengenai
dampak bahwa:
“kalo sekitar satu tahun terakhir ini memang sudah tidak ada banjir yang
besar, tapi kan sama ji baru hujan satu jam sampai dua jam itu kan sudah
banyak daerah yang tegenang air terutama yang daerah dekat laut
dengan yang di dekat pasat sentral.” (BA, wawancara tanggal 25 januari
2016)
Kemudian informan lain dari masyarkat menambahkan bahwa:
“ada ji perubahan dari tahun-tahun sebelumnya tapi tidak terlalu
signifikan, buktinya ini depan rumah ku masih selalu naik air kalo hujan
padahal ini termasuk mi daerah tinggi, jadi tidak ada ji pengaruhnya itu
alat jebakan sampah karena kan kalo nda cepat di bersihkan itu ji juga
yang sumbat air.” (AR, wawancara tanggal 27 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan, masyarakat menilai bahwa
masih sangat minim penanganan masalah banjir yang diakibatkan oleh
meluapnya air drainase yang ada. Kemudian kita juga dapat menilai bahwa
antara pemerintah dan masyarakat masih berbeda pandangan mengenai
dampak dari pengelolaan drainase.
Berdasarkan hasil penelitian ini, pengelolaan drainase di Kota Palopo
belum memberikan dampak yang besar dalam penanggulangan potensi
terjadnya banjir. Namun, dengan alat jebakan sampah ini telah memberikan
dampak kemudahan bagi petugas kebersihan dalam membersihkan sampah
drainase. Hal ini juga dibuktikan dengan diraihnya penghargaan inovasi
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manajemen perkotaan dibidang pengelolaan drainase tahun 2015 dari menteri
dalam negeri.
2. Kemitraan
Dalam konteks kekinian di era good gevernance, pemerintah tidak lagi
memposisikan institusinya sebagai pelaksana tunggal urusan publik. Pemerintah
sebagai pelayan urusan publik, diharapkan mampu memiliki mira kerja yang
dapat mengefisienkan serta mengefektifkan urusan publik. Dalam trilogi good
governance menggambarkan bahwa pemerintah bersama dengan pihak swasta
serta masyarakat bekerja sama agar tercipta iklim bernegara yag baik. Dalam
konteks innovatif governance, kemitraan menjadi salah satu fokus penting dalam
hal inovasi pemerintahan, seperti yang dijelaskan pada kriteria innovatif
governanace menurut United Nation.
Pengelolaan drainase di Kota Palopo yang menerapkan sistem jebakan
sampah telah mendapat penghargaan dari menteri dalam negeri dibidang inovasi
manajemen perkotaan. Tentunya diharapkan program ini tidak terlepas dari
bentuk kemitraan pemerintah daerah, baik itu G to G, G to C serta G to B.
Namun, dalam perjalanan program ini berdasarkan observasi penulis,
konsep kemitraan yang dibangun masih sebatas pemerintah dengan pemerintah.
Seperti yang dijelaskan salah satu informan bahwa:
“kalo dalam pengelolaan drainase ini, kita belum melibatkan pihak ketiga
atau swasta. Kita masih antar dinas yaitu dinas tata ruang dan cipta karya
dengan dinas kebersihan.” (AM, Wawancara tanggal 20 januari 2016)
Untuk tugas dan tanggung jawab dari setiap SKPD yang terlibat, informan
yang sama menambahkan:
“untuk masalah kebersihannya alhamdulillah sudah mulai mi bagus karna
setiap saat itu ada terus petugas dari dinas kebersihan yang
membersihkan, dan mereka juga cepat kontak kita kalo ada drainase
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yang rusak sehingga kita bisa langsung perbaiki.” (AM, wawancara
tanggal 20 januari 2016)
Jadi dari hasil wawancara diatas, konsep kimitraan yang dibangun antar
SKPD dalam pengelolaan drainase ini berjalan dengan baik. Hal ini sesuai
dengan telaah dokumen yang dilakkan penulis seperti yang ada pada gambar
dibawah ini.
Tabel V.2 Daftar Pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan
drainase perkotaan
Fungsi Pemangku Kepantingan
Pemerintah Kota Swasta Masyarakat
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan
skala kab/kota
√ X X
Menyusun rencana program drainase perkotaan
dalam rangka pencapaian target
√ X X
Menyusun rencana anggaran program drainase
perkotaan dalam rangka pencapaian target
√ X X
PENGADAAN SARANA




Membersihkan saluran drainase perkotaan √ X √
Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak √ X X
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis




Menyediakan advis planning untuk pengembangan
kawasan permukiman, termasuk penataan drainase
perkotaan di wilayah yang akan dibangun
√ X X
Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan




Melakukan sosialisasi peraturan, d an pembinaan
dalam hal pengelolaan drainase perkotaan
√ X X




Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Palopo tahun 2014
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari sejumlah bagian tugas dalam
pengelolaan drainase sebagian besar masih menjadi tanggungjawab pemerintah.
Bahkan belum melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan drainase ini.
Seharusnya pengelolaan drainase menjadi tanggungjawab pemerintah, swasta,
dan masyarakat. Terkait dengan hal itu, salah satu informan menjelaskan bahwa
:
“untuk pengelolaan drainase kan itu jadi tanggungjawab semua unsur
masyarakat Kota Palopo mulai dari pemerintah, swasta, sama
masyarakat umum. Tapi selama ini masyarakat cenderung memberikan
tanggungjawab itu semua ke pemerintah, padahal seharusnya kan
menjadi tanggungjawab kita bersama.” (AM, wawancara tanggal 20
januari 2016)
Kemudian ditambahkan :
“tapi kita kan tau bagaiman juga masyarkat yang di kota, gotong-royong
itu bisa dibilang sudah tidak ada mi, masyarakat masing-masing pikir
pekerjaannya masing-masing.” (AM, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa model kemitraan yang
seharusnya di bangun masih jauh dari yang diharapkan. Tapi di lain pihak salah
satu informan lain menjelaskan terkait hal ini bahwa :
“kita tau ji kalo dalam pengelolaan drainase ini khusunya masalah
kebersihannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Tapi kita
tidak tau apa yang harus dikerja belum lagi kita punya kesibukan masing-
masing, paling kalau yang di depan rumah ji dibersih-bersihkan. Itu pun
sebagia kecil ji yang begitu karna tidak ada upaya untuk membangun
kesadaran dalam memperhatikan kebersihan drainase” (BA, wawancara
tanggal 27 januari 2016)
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Berdasarkan hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa setiap
organisasi masyarakat menyadari perannya, namun yang terjadi adalah
kurangnya koordinasi antara Stakeholders yang terkait sehingga konsep
kemitraan terkesan berjalan tidak efektif.
3. Keberlanjutan
Keberlanjutan dari sebuah program menjadi sangat penting ketika
program itu memberikan manfaat. Selain itu keberlanjutan sebuah program harus
melihat unsur-unsur yang terkait, menurut sangkala (Hal.165) keberlanjutan
layanan publik sangat tergantung kepada adanya daya dukung dari setiap unsur-
unsur yang terkait, dari eksekutif, legislaitf, masyarakat, teknologi, keuangan,
lingkungan serta SDM. Pengelolaan drainase di Kota Palopo diharapkan dapat
berlanjut dengan melakukan berbagai inovasi. Untuk itu salah satu informan
menjelaskan :
“kita selalu berupaya untuk tetap melaksanakan apa yang selama ini kita
kerjakan dan kita capai apalagi DPR sudah buatkan perda tentang
pengelolaan drainase ini.” (AM, wawancara 20 januari 2016)
Kemudian ditambahkan :
“dan kita juga rencanakan mau buat drainase primer yang membelah ini
palopo, supaya bagus strukturnya ini drainase. Kan selama ini kita hanya
andalkan sungai untuk alirka air ke laut. Kalo tahun ini kita buat dulu yang
lebarnya sekitar 2 meter” (AM, wawancara 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, pemerintah sangat
serius dalam mengembangkan pengelolaan drainase yang ada di Kota Palopo.
Dari pihak legislatif sendiri akan sudah menetapkan perda tentang pengelolaan
drainase. Kemudian terkait dukungan dari sumber daya manusia salah satu
informan menjelaskan bahwa:
“untuk saat ini SDM yang kita punya itu belum cuckup memadai, karna
basic pegawai disini itu kurang yang dari teknik apalagi teknik sipil atau
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arsitek. Tapi itu tidak menjadi kendala dalam pengelolaan drainase selam
ini” (NC, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Kemudian informan yang lain menambahkan :
“memang SDM yang ada disini kurang yang basic-nya dari teknik, tapi
kita tetap maksimalkan dengan sumber daya manusia yang ada saat ini.”
(AM, Wawancara tanggal 20 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, meskipun sumber daya
manusia yang dimiliki dinas tata ruang dan cipta karya belum memadai. Namun,
hal itu tidak dijadikan kendala dalam mengembangkan pengeloaan draiase yang
ada.
Selain itu, berdasarkan observasi penulis menggambarkan bahwa
keberlanjutan dari metode pengelolaan drainase yang dilakukan pemerintah Kota
Palopo sangat memungkinkan terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan
dalam membersihkan sampah drainase melalui alat jebakan sampah yang ada.
Selain itu, pihak pemerintah selalu berupaya dalam mengembangkan
pengelolaan drainase yang ada di Kota Palopo.
4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Kepemimpinan
Sebuah program inovasi tidak terlepas dari sikap pemimpinnya
yang tidak berhenti melakukan perubahan serta berupaya memberikan
kesempatan untuk berpendapat kepada bahwahannya. Menurut Lao Tzu
pemimpin adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain,
sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Dan
menurut pancasila, Pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang
mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis mengenai
aspek kepemimpinan, salah satu infoman menjelaskan bahwa:
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“kita selalu diberikan k ebebasan dalam melakukan pekerjaan,
yang penting ada laporan setiap yang kita kerjakan. Kan setiapa
hari senin itu kita ada rapat mengenai apa yang mau kita kerja
sela seminggu kedepan dan melaporkan hasil kerja ta minggu
yang lalu.” (AM, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Informan yang sama menambahakan:
“selama saya disini sudah dua kepala dinas, dan saya salut sama
kepala dinas yang sekarang karna kita selalu dituntut untuk
bertanggungjwab sama apa yang kita kerjakan dengan cara
melalui rapat tadi. Kita juga bebas tentukan apa mau kita kerja
yang jelas ada laporannya” (AM, wawncara tanggal 20 januari
2016)
Dari hasil wawncara  di tas menggambarkan bahwa kepala dinas
dalam menggerakkan bawahannya dala melakukan inovasi sangat besar.
Namun, setiap bawahan dalam melaksanakan tugasnya harus tetap
disiplin.
Kemudian peran kepala dinas dalam pengelolaan drainase juga
sangat besar, hal ini dijelaskan oleh salah satu informa bahwa:
“saya dengan kepala dinas sering turun langsung melihat kondisi
drainase. Dan beliau juga selalu memberikan saran mengenai
metode pengelolaan drainase.” (AM, wawancara tanggal 20
januari 2016)
b. Pemberdayaan Masyarakat
Secara umum peran serta maupun masyarakat dalam
pengelolaan jaringan drainase sangat dibutuhkan mengingat untuk
membantu proses pemeliharaan dan kesinambungan kinerja jaringan
drainase, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Sebab pada
dasarnya terjadinya banjir dan genangan di beberapa kawasan perkotaan
Kota Palopo, dan di daerah sekitarnya itu disebabkan oleh kurangnya
tingkat kesadaran masyarakat dalam menata dan menjaga sistem saluran
yang masih berfungsi. Sehingga kapasitas jaringan drainase yang pada
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awal perencanaannya dapat menampung debit air yang lewat, menjadi
berkurang seiring dengan kurangnya perhatian dan partisipasi
masyarakat untuk meminimalkan dampak terjadinya banjir dan genangan
tersebut.
Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kriteria penting dalam
menilai program inovasi (PBB), dimana masyarakat diharapkan mampu
untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan yang ada. Untuk
sebuah program inovasi ada beberapa bentuk tahapan yang perlu
diperhatikan dan bisa digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat,
menurut Rogers (hal. 420) yakni perintisan, dimana terjadi proses
identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah serta
penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah implementasi atau
pelaksanaan, dimana tahap ini memerlukan klarifikasi terhadap program
yang dijalankan serta rutinisasi yang merupakan tindak lanjut dari
klarifikasi.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan darinase di Kota
Palopo sudah dilakukan pemerintah melalui setiap kelurahan. Berikut
dijelaskan oleh kepala bidang cipta karya bahwa :
“kalo pelibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase ini kita
serahkan kepada kelurahan masing-masing, kan mereka yang
bersentuhan langsung sama masyarakat. Misalnya dalam rencana
pembuatan drainase di kelurahan kan itu diusulkan melalui
musrembang kelurahan.”
Kemudian ditambahkan :
“kalau untuk partisipasi masyarakat dalam memperhatikan
kebersihan drainase itu kita serahkan juga sama kelurahan.
Sementara dipihak lain menjelaskan mengenai pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan drainase bahwa :
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“kita tau apa yang bisa kita kerja, tidak ada juga upaya dari
pemerintah untuk membangun kesadaran dalam menjaga
kebersihan drainase. Apalagi masyarkat kota kan sudah pikir mi
kesibukannya masing-masing.” (BA, wawancara tanggal 25 januari
2016)
Informan yang sama menambahkan bahwa:
“kita juga nda tau bagaimana caranya mau sampaikan saran ke
pemerintah karna nda ada ruang. Beda kalo yang dulu itu ada
namanya Forum Palopo Internal Meeting disitu mi kita bisa duduk
bersama sama pemerintah, bahkan ada semua dari unsur
masyarakat jadi kalau ada keluhan bisa langsung disampaikan,
tapi sekarang nda ada mi lagi itu.” (BA, wawancara tanggal 25
januari 2016)
Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat masih sangat minim. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya
koordinasi antar pemerintah dan masyarakat mengenai hal tersebut.
Masyarakat sangat mengharapkan adanya kembali forum dengan pihak
pemerintah unuk bisa membicarakan mengenai permasalahan yang ada.
seperti yang disampaikan salah satu informan bahwa:
“seandainya ada forum untuk bisa kasi ketemu antar pemerintah
dan masyarkat mungkin kita bisa sam-sama cari jalan keluarnya. Tapi kan
sampai saat ini belum ada pi.” (AR, wawancara tanggal tanggal 27 januari
2016)
Sebenarnya sudah membuat program pemberdayaan masyarakat
yang menyediakan layanan pembangunan Drainase Perkotaan berbasis
masyarakat di Kota Palopo sudah ada yakni PNPM Mandiri, kegiatan
pemberdayaan tersebut pelaksanaannya melalui Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) yang merupakan representatif dari masyarakat
Kelurahan. Pada setiap tahapannya baik tahap perencanaan,
pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan, kedua program ini melibatkan
aspek PMJK. Pada setiap kegiatan pembangunan drainase dibentuk
kelompok O & M (Operational & Maintanance) yang berfungsi untuk
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memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun.
Namun pada pelaksanaannya, kelompok pengelola ini tidak melaksankan
fungsi sebagaimana mestinya sehingga sebagian besar drainase yang
telah dibangun, tidak terawat, terdapat timbunan sampah bahkan rusak.
Berikut data mengenai pelaksanaan pengelolaan drainase oleh
masyarakat:
Tabel V. 3 Pengelolaan Drainase oleh Masyarakat
No. Jenis Sarana Lokasi Pengelolaan Iuran Keterangan
Lembaga Kondisi
1. Jaringan Drainase
















Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Palopo
5. Dalam Konteks Lokal
Sebuah program akan berjalan dengan baik ketika program tersebut
memang menjadi sebuah kebutuhan dimana program itu akan
diimplementasikan, begitupun sebaliknya akan menjadi sia-sia ketika tidak sesuai
dengan konteks lokal. Pengelolaan drainase di Kota Palopo tidak sesuai dengan
daerah Kota Palopo yang termasuk dalam daerah dataran rendah dan juga
jumlah penduduk yang semakin padat. Sehingga perlu untuk melakukan
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perubahan sistem saluran drainase yang ada di Kota Palopo. Seperti yang
dijelaskan oleh salah satu informan :
“itu mi tadi saya bilang kalau drianse kita ini kecil-kecil semua, makanya
nda bisa tampung debit air yang banyak sehingga tahun ini itu kita mau
buatkan drainase yang lebih besar.” (AM, wawancara tanggal 20 januari
2016)
Kemudian ditambahkan:
“kalo mau dibilang sesuai tidak dengan kodisi Kota Palopo, saya katan
sudah ada yang sesuai tapi belum semua. Oleh karenanya kita mau buat
sistem drainase yang baru. (AM, wawancara tanggal 20 januari 2016)
Hal yang sama juga disampaikan informan dari masyarakat bahwa:
“kalo bicara kesesuaian dengan daerah Kota Palopo, saya kira belum pi
sesuai harusnya saluran drainase yang ada itu yang lebih besar karna
curah hujan disini tinggi, jadi kalo musim hujan nda bisa tampung air yang
banyak.” (BA, wawancara tanggal 25 januari 2016)
Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa antara pemerintah
dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai kriteria dalam
konteks lokal. Pemerintah Kota Palopo menyadari bahwa kondisi fisik drainase
yang ada di Kota Palopo masih perlu peningkatan baik dari volume, penanganan





Dengan melihat hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahawa pengelolaan drainase di Kota Palopo dengan memanfaatan alat jebakan
sampah sudah berjalan dengan baik. Namun, yang menjadi kendala adalah
kecilnya volume drainase yang tidak dapat menampung debit air yang banyak
sehingga harus dibuatkan drainase yang memiliki volume yang lebih besar.
Selain itu partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan drainase
masih sangat minim.
Dari segi kriteria inovasi pengelolaan drinase di Kota Palopo belum pada
tahap inovatif. Berikut kesimpulan berdasarkan kriteria inovasi :
1. Dampak
Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan drainase yang ada
di Kota Palopo belum mampu meminimalisir potensi terjadinya banjir. Masih
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adanya berapa daerah yang tergenanga air akibat dari meluapna drainase ketika
volume air meningkat.
2. Kemitraan
Dari aspek kemitraan, pengelolaan drainase di Kota Palopo belum
berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan kerjasama yang mash antar pemerintah
dengan pemerintah. Selain itu, dalam Buku Putih Sanitasi Kota Palopo
menjelaskan bahwa dalam pengelolaan drainase harus melibatkan lembaga
swadaya masyarakat ataupun masyarakat setempat namun hingga kini belum
ada pembicaraan mengenai hal itu.
3. Keberlanjutan
Dari sisi keberlanjutan, pengelolaan drainase yang ada di Kota Palopo
sudah cukup memadai, hal ini dibuktikan dengan dukungan dari pihak legislatif
yang telah menetapkan aturang khusus mengenai pengelolaan drainase.
4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Untuk aspek kepemimpinan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
para pemimpin sangat mendukung bwahan dalam melakukan inovas dan selalu
memberikan keleluasaan bawahan dalam melakukan pekerjaanya. Untuk
pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan. Hal ini dibuktikan dengan
penjelasan informan bahwa belum ada tugas yang jelas masyarakat dalam
memelihara dan menjaga kebersihan drainase yang ada.
5. Dalam Konteks Lokal
Dari segi konteks lokan terhadap pengelolaan drainase di Kota Palopo,
penulis menyimpulkan bahwa jika melihat saluran drainase yang ada masih
belum sesuai dengan kodisi Kota Palopo sebab drainase yang ada tidak mampu
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menampung debit air yang besar apalagi Kota Palopo memiliki curah hujan yang
tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa daerah yang tergenang air
akibat dari meluapnya drainase.
VI. 2  Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan drainase di Kota
Palopo, maka penulis memberikan rekomendasi saran sebagai berikut :
1. Untuk pembutan saluran drainase yang lebih besar agar segera
direalisasikan. Hal ini akan membantu meminimalisir potensi trjadinya
banjir.
2. Sebaiknya dilakukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat
dalam menjaga dan memelihara drainase yang ada di lingkungan masing-
masing.
3. Sebaiknya aktor-aktor dalam pengelolaan drainase bisa menjalankan
fungsinya sebagiman mestinya.
4. Pemerintah harus lebih berani menutup rogram-program yang gagal dan
membuat program yang baru.
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